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BUPATI PAMEKASAN

PPRATURAI{ BUPATI PAJIIEXASAN
NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA KEIT.IA PEMBANGUITAJT DAERAII
TAHUT{ 2OL6

DENGAN MHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1)

huruf c dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
20L4 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 20t6;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 19650 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730lr;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20A3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 42861;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20A4
Nomor L26, Tanhahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor aa38l;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20lL tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5%a\

6, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a578);
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
48171;
Peraturan Fresiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20lL;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 3 Seri D),

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 20t4 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2014 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 20 Tahun
2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Tahun 2010'2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 2013 Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 21 Tahun
2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 20L3 Nomor 18);

Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 63 Tahun 2008 tentang
Penjabaran T\rgas dan Fungsi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan

Tahun 2008 Nomor 31 Seri D), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 38 Tahun 2013
(Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 20L3 Nomor
38) :

MEMUTUSI(AIT :

PERATURAN BUPATI TEITTANG
PEMBANGUI{AIT DAERAH TAHUIT 2016.

REITCANA KER.'A

BAB I
KETEIT?UAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

2. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.

Menetapkan
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Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Pamekasan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode selama Tahun 2013-
2018.
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan
Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode selama Tahun
2013-2018.
Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya
disebut Rencana Keda Pembangunan Daerah yang disingkat
RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode selama 1

(satu) tahun.
Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renja SKPD adalah
dokumen perencanaan tahunan Satuan Kerja Perangkat
Daerah.
RKPD Tahun 2016 adalah Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Tahun 2016.

BAB II
REITCAITA IIER.TA PEMERINTAH DAERATI

Pasal 2
RKPD Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan
pembangunan daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang
dimulai pada tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 31
Desember 2016.

Pasal 3
RKPD Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan penjabaran
dari RPJMD Tahun 2013-2018 yang berisi program-program
prioritas.

Pasal 4
(1) RKPD Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai

berikut:
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BAB I
BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

PENDAHULUAN
EVALUASI HASIL PELAKSANMN RKPD TAHUN
2015 DAN CAPAIAN KINER.IA PENYELENGGAMAN
PEMERINTAHAN
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAEMH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
PRIORITAS DAN SASAMN PEMBANGUNAN
DAERAH
RENCANA PROGMM DAN KEGIATAN PRIORITAS
DAERAH
PENUTUP

(21 Uraian secara rinci RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 5
RKPD Tahun 20L6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
digunakan sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam menyusun dokumen
sebagai berikut :

a. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD);
b. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

Tahun Anggaran 2016.

Pasal 6
Mekanisme Penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2016
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan
sebagai berikut:
1. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2OL6 sebagai

bahan Pembahasan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan
Plafon Anggaran dengan DPRD;

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Daerah menggunakan RKPD Tahun 2013 dalam melakukan
pembahasan Rencana Kerja Anggaran-Satuan Kerja Perangkat
Daerah (RKA-SKPD).

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 29 Mei 2015

BUPATI PAMEKASAN,

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 29 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAII
KABUPATEIT PAMEKASAN,

Q-,, 
.

-1ALwI/

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2015 NOMOR 18


